
BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kebijakan Kepala Madrasah  

1. Pengertian Kebijakan Kepala Madrasah 

Kebijakan kepala madrasah terdiri dari dua kata yakni kebijakan 

dan kepala madrasah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan 

kepala madrasah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari 

kebijakan itu sendiri. Menurut Indrafachrudi sebagai penulis buku 

kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan 

adalah  wisdom.  

Sedangkan kebijaksanaan adalah policy.
1
 Kebijakan adalah suatu 

ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang 

dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima 

untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.
2
 Sedangkan 

kebijaksanaan (policy) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus 

diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud 

untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan menurut Gamage dan 

Pang menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran 

dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut 
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sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan 

kerangka kerja bagi pelaksanaan program.
3
 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Klein dan Murphy 

mengatakan bahwa kebijakan adalah “seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-

prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, 

kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi“.
4
 

Kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau 

masyarakatnya. Pimpinan yang arif dapat saja mengecualikan aturan yang 

baku, kepada seseorang/sekelompok orang, jika seseorang/sekelompok 

orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang 

umum tadi. Dengan kata lain ia dapat diperkecualikan.  

Berdasarkan penjelasan di atas telah menunjukkan kebijakan 

adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana 

untuk seseorang/sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan.   

 Kepala madrasah terdiri dari dua kata yaitu “kepala dan 

madrasah”. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu 

organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan madrasah berasal dari bahasa 

arab dari kata darasa, yadrusu, darsan wa darusun wa diri satun, yang 

berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, 

melatih, mempelajari. Di lihat dari pengertian ini, maka madrasah berarti 

merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan 
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ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya.
5
  

 Menurut Wahjosumidjo dikemukakan bahwa: 

Secara sederhana kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar, mengajar 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
6
 

 

 Kepala madrasah bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, 

baik fungsi yang berhubungan  dengan  pencapain tujuan pendidikan 

maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses 

belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kepala madrasah yang berhasil 

apabila memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan kepala madrasah 

sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah.
7
 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kepala madrasah 

adalah seorang yang ditugasi oleh pihak ketiga, untuk memimpin suatu 

lembaga pendidikan madrasah. Di dalam menjalankan tugasnya, kepala 

madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang 

ada. Hal ini bertujuan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang telah 

diberikan kepada mereka. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan 

kearah tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  
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 Kebijakan kepala madrasah adalah hasil keputusan-keputusan 

yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala madrasah untuk 

seseorang/sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

dengan melangkah lebih maju ke masa depan.   

 Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam 

penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas 

pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala 

madrasah. Seorang kepala madrasah bertanggung jawab dalam 

melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Kepala madrasah bertanggung jawab penuh akan sekolah 

tersebut.  

 Sehubungan dengan hal itu seorang kepala madrasah merupakan 

kunci keberhasilan suatu lembaga. Karena kepala madrasah adalah 

seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke 

arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Kepala madrasah 

dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan 

kepala madrasah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin sekolah. Keberhasilan sekolah adalah merupakan salah satu 

usaha dari kepala madrasah. Dimana kepala madrasah tersebut 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 
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2. Kepala Madrasah dalam Penentuan Kebijakan Yang Efektif 

Kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: Yang 

pertama, kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti 

kurikulum, penetapan tujuan, rekruitmen, penerimaan peserta didik. Yang 

kedua, kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem 

kependidikan. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan, 

dan penarikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian 

keseluruhan staf.  Yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan 

pengalokasian sumber daya non manusia seperti sumber finansial, gedung 

dan perlengkapan.
8
 Kepala madrasah harus mengetahui problem apa yang 

terdapat di sekolah tersebut agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan 

efisien dalam penyelesaian masalah tersebut.  

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang kepemimpinan kepala 

madrasah yang efektif  dalam penentuan kebijakan, maka kita harus 

mengetahui beberapa pihak yang dapat mengambil keputusan yaitu:   

a.   Kebijakan mengenai standar kurikulum menjadi kewenangan menteri 

pendidikan.  

b. Kebijakan mengenai alokasi anggaran menjadi tanggungjawab 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota yang didalamnya 

termasuk legislatif, dan   

c.  Kebijakan pembelajaran ada pada sekolah yang dikendalikan oleh 

kepala madrasah. Kebijakan pembelajaran ini seperti: mengelaborasi 
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kurikulum menjadi bahan ajar pada setiap mata pelajaran, 

menyediakan kelengkapan pengajaran, menyiapkan ruang kelas yang 

layak dan nyaman dipakai, melakukan supervisi kepada guru dan 

membina pertumbuhan jabatan melalui pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan.   

Oleh karena itu, sekolah diperlukan seorang pemimpin yang efektif 

dalam penentuan kebijakan dalam pendidikan. Kepemimpinan yang efektif 

adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan  

usaha kerjasama serta memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan 

organisasi.
9
 

Setiap orang sebagai anggota suatu kelompok dapat memberikan 

sumbangannya untuk kesuksesan kelompoknya. Kepala madrasah yang 

efektif mampu merumuskan program dan melaksanakan kegiatan 

mengutamakan partisipasi seluruh anggotanya. Seorang kepala madrasah 

harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, 

membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 

sehingga dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Seorang pemimpin 

juga harus arif/bijaksana dalam mengambil kebijakan dan keputusan 

dalam tugas-tugas administratif serta dapat bertanggung jawab apabila 

tujuan belum tercapai.  

Tugas utama kepala madrasah adalah pengambilan keputusan.yang 

dilakukan secara rasional (efektif dan efisien) oleh kepala madrasah. Dan 
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pertimbangan keputusan tersebut harus dilihat dari: tujuan organisasi, 

sumber daya yang ada, informasi yang lengkap tentang fungsi sistem 

kerja, pengalokasian sumber dana didasarkan pada prioritas dan harus 

memahami pengelolaan dana.
10

 

Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentu akan 

mengalami proses berpikir. Sebab tanpa berpikir  tentu  seorang pemimpin  

akan mengambil keputusan yang tidak tepat karena memiliki  pandangan  

yang  sempit  terhadap masalah. 

Menurut  Cooper  dan  Schindler  yang dikutip oleh Dermawan  

bahwa berpikir  induktif dan  deduktif merupakan  prinsip  seorang 

pemimpin  dalam mengambil  keputusan. Umumnya istilah berpikir 

induktif dan deduktif sering dikaitkan dengan pola berpikir  ilmiah. Ciri 

pemikiran dengan gaya ilmiah antara lain:
11

 a. Adanya observasi langsung 

dan terarah atas fenomena  dan masalah; b.  secara  jelas  dapat 

mendefinisikan variabel, metode dan prosedur yang dipakai untuk 

mendapatkan data empiris;c.  pengajuan  hipotesis yang  dapat  diuji  dan 

diukur; d. adanya mekanisme untuk mengajukan hipotesa yang lebih baik; 

e. menggunakan alat ukur  dan  alat  uji hipotesa  seperti  statistik;  f. 

proses pembenaran. 

Dalam  memecahkan masalah  seorang pengambil  keputusan  

value  perlu memperhatikan faktor seperti kehidupan sosial, organisasi dan 

individu), information (terdiri dari jumlah data, bentuk data dapat  dibantu 
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oleh komputer  dan  alur  informasi  yang  dapat diperoleh   serta 

mempertimbang-kan waktu), perceptual   screen  (terdiri  kreativitas, IQ, 

situasional,   kebutuhan, dan pengalaman sebelumnya), weighing  

alternatives (mempertimbangkan  kebutuhan,   isu, kesempatan,   seberapa  

sering  terjadi, kemungkinan untuk mengukurnya). Making a choise 

(memilih dari beberapa alternatif jawaban yang  sudah  dipikirkan  secara  

tepat  dengan mempertimbangkan  side  effect  yang mungkin akan 

muncul) serta  implemen-tation and evaluation (saat  pelaksanaan  serta 

mengevaluasi    serta merefleksikan  kemung-kinan  yang  harus direvisi). 

Seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah organisasi  selalu 

mengambil keputusan  yang merupakan  prasayarat  penentu  tindakan. 

Pengambilan  keputusan merupakan  sebuah ilmu  dan  seni  yang  harus  

dicari,  dipelajari, dimiliki dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap 

pimpinan. Ragamnya masalah yang muncul  dalam  sebuah  organisasi  

tentu  akan melakukan  pengambilan  keputusan  yang beragam  pula  

tergantung  sudut  pandang pimpinan. 

 

B. Kinerja Guru  

1. Pengertian Kinerja Guru 

Secara etimologi menurut Rue dan Byars dalam Amin, menegaskan 

bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau degree of 

accomplishment atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat 
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pencapaian tujuan.
12

 Istilah kinerja guru berasal dari kata job 

performance/actual permance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Sedangkan secara bahasa kinerja bisa 

diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja 

pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga  ditentukan dengan 

pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. Keberhasilan 

kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang.
13

 

Sedangkan secara terminology Prawirosentono menegaskan bahwa 

kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang berarti hasil 

kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, 

dalam upaya mencapai tujuan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai moral dan etika.
14

 

Prestasi bukan berarti banyaknya kejuaraan yang diperoleh guru 

tetapi suatu keberhasilan yang salah satunya nampak dari suatu proses 

belajar-mengajar. Untuk mencapai kinerja maksimal, guru harus berusaha 

mengembangkan seluruh kompetensi yang dimilikinya dan juga 

manfaatkan  serta ciptakan situasi yang ada dilingkungan sekolah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja 

                                                 
12

Amin, Z.I, Pengaruh Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Birokrasi 

Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Ringkasan Disertasi, 

(Bandung: Pascasarjana Unpad, 2007), 63. 
13

 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT. Rosda Karya, 

2000), 67. 
14

 S. Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: Penerbit DIFE, 1999), 2 
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secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Dalam kamus bahasa Indonesia. Kinerja berarti sesuatu yang 

dicapai, prestasi diperlihatkan, kemampuan kerja.
15

 Seseorang untuk 

melaksanakan tugasnya yang baik untuk menghasilkan hasil yang 

memuaskan, guna tercapainya tujuan sebuah organisasi atau kelompok 

dalam suatu unit kerja.  Jadi, kinerja guru merupakan hasil kerja dimana 

para guru mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.
16

 

Seorang mempunyai empat fungsi umum yang merupakan ciri 

pekerja seorang guru, adalah  sebagai berikut:  

a. Merencanakan   

Yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar.  

b. Mengorganisasikan  

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan menghubungkan  

sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar 

dengan cara yang paling efektif, efesien, dan ekonomis mungkin.  

c. Memimpin  

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, mendorong, dan 

menstimulasikan murid-muridnya, sehingga mereka siap mewujudkan 

tujuan belajar.  
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d. Mengawasi  

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya 

dalam mengorganisasikan dan memimpin diatas telah berhasil dalam 

mewujudkan  tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat 

diwujudkan, maka  guru harus menilai dan mengatur kembali situasinya 

dan bukunya mengubah tujuan.
17

 

Dengan demikian,penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melaksanakan 

tugasnya yang menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya 

tujuan organisasi kelompok dalam suatu unit kerja. Jadi, kinerja guru 

dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian 

mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk 

tercapainya tujuan institusi pendidikan. 

2. Kriteria Kinerja Guru  

Keberhasilan guru seseorang bisa dilihat apabila kriteria-kriteria 

yang ada telah mencapai  secara keseluruhan. Jika  kriteria  telah  

tercapai  berarti pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas 

kerja yang baik. Sebagaimana yang  telah  disebutkan dalam pengertian 

kinerja bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang terlihat dari 

serangkaian kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi 

guru. Kemampuan yang harus dimiliki guru telah disebutkan dalam  
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peraturan  pemerintah  RI  No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: Kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi:  

a.  Kompetensi paedagogik  

b.  Kompetensi kepribadian  

c.  Kompetensi professional 

d. Kompentensi sosial.
18

 Adapun  penjelasan dari ke empat dari 

kompetensi tersebut adalah:  

a. Kompetensi Pedagogik  

Adalah mengenai bagaimana kemampuan guru dalam mengajar, 

dalam Peraturan  Pemerintah  RI  No  19  Tahun  2005  tentang  

Standar  Nasional Pendidikan dijelaskan  kemampuan  ini  meliputi 

kemampuan  mengelola pembelajaran  yang  meliputi  pemahaman  

terhadap  peserta  didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil  belajar, dan pengembangan  peserta  didik  untuk  

mengaktualisasikan  berbagai potensi yang dimilikinya.
19

 

Kompetensi paedagogik ini berkaitan pada saat guru mengadakan 

proses belajar mengajar dikelas. Mulai dari membuat skenario 

pembelajaran  memilih  metode,  media,  juga  alat  evaluasi  bagi  

anak didiknya. Karena bagaimanapun dalam proses belajar mengajar 

sebagian besar hasil belajar peserta didik ditentukan oleh peranan 
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guru. Guru yang cerdas dan kreatif akan mampu menciptakan 

suasana belajar yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran tidak 

berjalan sia-sia. Menurut Suryo Subroto dalam Rifa‟i menegaskan 

bahwa yang dimaksud kinerja guru dalam proses belajar mengajar 

adalah kesangupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan 

suasana komunikasi yang edukatif antara  guru dan peserta didik 

yang mencakup segi kognitif, efektif, dan  psikomotorik sebagai 

upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan 

tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran.
20

 

Jadi kompetensi paedagogik ini berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam proses belajar mengajar yakni pesiapan mengajar yang 

mencakup merancang dan melaksanakan skenario pembelajaran, 

memilih metode, media, serta alat evaluasi bagi anak didik agar 

tervapai tujuan pendidikan baik pada ranah kognitif, efektif, maupun 

psikomotorik siswa. 

b. Kompetensi Kepribadian  

Berperan sebagai guru memerlukan kepribadian yang unik. 

Kepribadian guru ini meliputi kemampuan kepribadian yang mantap,  

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik,  dan berakhlak mulia. Seorang guru harus mempunyai peran 

ganda. Peran tersebut diwujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang dihadapi. Adakalanya guru harus berempati pada siswanya dan  

                                                 
20

 Andi Arif Rifa‟i, Kontribusi Gaya Kepemimpinan Situasional dan Motivasi Berprestasi 
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adakalanya guru harus bersikap kritis. Berempati maksudnya guru  

harus dengan sabar menghadapi keinginan siswanya juga harus  

melindungi dan melayani siswanya tetapi disisi lain guru juga harus 

bersikap tegas jika ada siswanya berbuat salah. Menurut Moh. Uzer 

Usman kemampuan kepribadian guru meliputi hal-hal berikut:  

1)  Mengembangkan kepribadian   

2)  Berinteraksi dan berkomunikasi  

3)  Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan  

4)  Melaksanakan administrasi sekolah  

5) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
21

  

Kepribadian guru penting karena guru merupakan cerminan 

perilaku bagi siswa-siswanya.  

c. Kompetensi Profesional  

  Pekerjaan seorang guru adalah merupakan suatu profesi yang 

tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesi adalah pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus dan biasanya dibuktikan dengan 

sertifikasi  dalam bentuk ijazah. Profesi guru ini  memiliki  prinsip  

yang dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  No.14  

Tahun  2005 sebagai berikut:  

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.  

2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.  
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3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas.   

4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas.  

5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan  

6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja.  

7) Memiliki kesempatan untuk mengembangan  keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat.  

8) Memiliki jaminan perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan 

tugas keprofesionalan.  

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang 

mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tugas  

keprofesionalan  

guru.
22

  

d. Kompentensi Sosial  

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan diri dalam 

menghadapi orang lain. Dalam peraturan  pemerintah  RI  No.19  

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan 

kompensasi  sosial adalah  kemampuan  pendidik  sebagai   bagian  

dari  masyarakat  untuk berkomunikasi  dan  bergaul  secara  efektif  
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dengan  peserta  didik,  sesame pendidik, tenaga  kependidikan,  

orang  tua  peserta  pendidikan,  dan masyarakat sekitar.  

Kompetensi  sosisal  seorang  guru  merupakan  modal dasar guru 

yang bersangkutan dalam menjalankan tugas keguruan. Saiful Hadi 

berpendapat kompetensi ini berhubungan  denagn  kemampuan guru 

sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial yang 

meliputi:  

1) Kemampuan  untuk  berinteraksi  dan  berkomunikasi  dengan 

teman sejawat untuk meningkat kemampuan professional. 

2) Kemampuan  untuk  mengenal  dan  memahami  fungsi-fungsi 

setiap lembaga kemasyarakatan.  

3) Kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual 

maupun secara kelompok.
23

   

Menurut Mungin Edy Wibowo kompetensi sosial adalah  

kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan 

masyarak sekitar.
24

 Kemampuan sosial  sangat  penting  karena  

manusia bukan makhluk individu. Segala kegiatannya pasti 

dipengaruhi  juga  oleh  pengaruh  orang lain.  

Untuk lebih jelasnya tentang kompetensi guru, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

                                                 
23
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diakses 2 April 2015. 
24
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Guru merupakan pendidik formal di sekolah yang bertugas 

membelajarkan siswa-siswanya sehingga memperoleh berbagai 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang semakin sempurna 

kedewasaan atau pribadinya. Karena itulah, guru terkait dengan berbagai 

syarat, yang diantaranya guru disyaratkan untuk memiliki sepuluh 

kemampuan dasar yaitu: menguasai bahan, mengelola program belajar 

mengajar, mengelola kelas, menguasai media atau sumber belajar, 

menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, 

menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program bimbingan 

penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta 

memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk 

keperluan pendidikan dan pengajaran.
25

  Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel. 2.1  

Kemampuan Dasar Professional Guru26 

NO KOMPETENSI DASAR PENGALAMAN BELAJAR 

1. MENGUASAI BAHAN 

 1.1 Menguasai bahan mata 

pelajaran dan kurikulum 

sekolah 

 Mengkaji bahan kurikulum mata pelajaran. 

 Mengkaji isi buku-buku teks mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

 Melaksanakan kegiatan yang disarankan dalam 

kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. 

 1.2 Menguasai bahan pendalaman   Mempelajari ilmu yang relevan. 

 Mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang 

ilmuan (untuk program-program studi tertentu). 

 Mempelajari cara menilai kurikulum mata 

pelajaran. 

2. MENGELOLA PROGRAM BELAJAR-MENGAJAR 

 2.1 Merumuskan tujuan 

instruksional. 
 Mengkaji kurikulum mata pelajaran. 

 Mempelajari ciri-ciri rumusan tujuan instruksional. 

                                                 
25
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 Mempelajari tujuan instruksional mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

 Merumuskan tujuan instruksional mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

2.2 Mengenal dan dapat 

menggunakan metode mengajar. 
 Mempelajari macam-macam metode mengajar. 

 Menggunakan macam-macam metode mengajar. 

2.3 Memilih dan menyusun 

prosedur instruksional yang tepat. 
 Mempelajari kriteria pemilihan materi dan prosedur 

mengajar. 

 Menggunakan kriteria pemilihan materi dan 

prosedur mengajar. 

 Merencanakan program pelajaran 

 Menyusun satuan pelajaran. 

2.4 melaksanakan program belajar-

mengajar. 
 Mempelajari fungsi dan peran guru dalam instruksi 

belajar-mengajar 

 Menggunakan alat bantu belajar-mengajar 

 Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

 Memonitor proses belajar siswa 

 Menyesuaikan rencana program pengajaran dengan 

situasi kelas 

2.5 Mengenal kemampuan (entry 

behavior) anak didik 
 Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian prestasi belajar. 

 Mempelajari prosedur dan teknik mengidentifikasi 

kemampuan siswa. 

 Menggunakan prosedur dan teknik untuk 

mengidentifikasi kemampuan siswa 

2.6 Merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran remedial. 
 Mempelajari factor-faktor penyebab kesulitan 

belajar 

 Mendiaknosis kesulitan belajar siswa 

 Menyusun pengajaran remedial 

 Melaksanakan pengajaran remedial 

3. MENGELOLA KELAS 

 3.1 Mengatur tata ruang kelas untuk 

pengajaran. 
 Mempelajari macam-macam pengaturan tempat 

duduk dan setting ruangan kelas sesuai dengan 

tujuan-tujuan instrksional yang henda dicapai. 

 Mempelajari criteria penggunaan macam-macam 

pengaturan tempat duduk dan setting ruangan. 

3.2 Menciptakan iklim belajar-

mengajar yang serasi. 
 Mempelajari faktor-faktor yang mengganggu iklim 

belajar-mengajar yang serasi. 

 Mempelajari strategi dan prosedur pengelolaan 

kelas yang bersifat preventif. 

 Menggunakan strategi dan prosedur pengelolaan 

kelas yang bersifat preventif. 

 Menggunakan prosedur pengelolaan kelas yang 

bersifat kuratif. 

4. MENGGUNAKAN MEDIA SUMBER 

 4.1 Mengenal, memilih dan 

menggunakan media 
 Mempelajari macam-macam media pendidikan. 

 Mempelajari kriteria pemilihan media pendidikan. 

 Menggunakan media pendidikan. 
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 Merawat alat-alat bantu belajar-megajar. 

4.2 Membuat alat-alat bantu 

sederhana. 
 Mengenali bahan-bahan yang tersedia di 

lingkungan sekolah untuk membantu alat-alat 

bantu. 

 Mempelajari perkakas untuk membuat alat alat 

bantu mengajar. 

 Menggunakan perkakas untuk membuat alat-alat 

bantu mengajar. 

4.3 Menggunakan dan mengelola 

labratorium dalam ragka proses 

belajar-mengajar. 

 Mempelajari cara-cara menggunakan laboratorium 

. 

 Mempelajari cara-cara dan aturan pengalaman 

kerja dilaboratorium. 

 Berlatih mengatur tata ruang laboratorium. 

 Mempelajari cara merawat dan menyimpan alat-

alat. 

4.4 Mengembangkan laboratorium  Mempelajari fungsi laboratorium dalam proses 

belajar-mengajar. 

 Mempelajari kriteria pemilihan alat. 

 Mempelajari berbagai desain laboratorium. 

 Menilai keefektifan kegiatan laboratorium. 

 Mengembangkan eksperimen baru. 

4.5 Menggnakan perpustakaan 

dalam proses belajar-mengajar. 
 Mempelajari fungsi-fungsi perpustakaan dalam 

proses belajar-mengajar. 

 Mempelajari macam-macam sumber perpustakaan. 

 Menggunakan macam-macam sumber 

perpustakaan. 

 Mempelajari kriteria pilihan sumber perpustakaan. 

 Menilai sumber-sumber kepustakaan. 

4.6 Menggunakan micro teaching 

unit dalam proses belajar-mengajar. 
 Mempelajari fungsi micro teaching dalam proses 

belajar-mengajar. 

 Menggunakan micro teaching unit dalam proses 

belajar-megajar. 

 Menyususn program micro teaching dengan atau 

tanpa hardware. 

 Menilai program dan pelaksanaan micro teaching. 

 Mengembangkan program-program baru. 

5. MENGUASAI LANDASAN 

KEPENDIDIKAN 
 Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan 

pengajaran dengan sudut tinjauan sosioogis, 

filosofis, histories dan psikologis. 

 Mengenali fungsi sekolah sebagai lembaga sosial 

yang secara potensial dapat memajukan masyarakat 

dalam arti luas serta pengaruh timbal balik antara 

sekolah dan masyarakat. 

6. MENGELOLA INTERAKSI 

BELAJAR-MENGAJAR 
 Mempelajari cara-cara memotivasi siswa untuk 

belajar. 

 Menggunakan cara-cara memotivasi siswa. 

 Mempelajari macam-macam bentuk pertanyaan. 

 Menggunakan macam-macam bentuk pertanyaan 
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secara tepat. 

 Mempelajari beberapa mekanisme psikologi 

belajar-mengajar di sekolah. 

 Mengkaji faktor-faktor positif dan negatif dalam 

proses belajar. 

 Mempelajari cara-cara berkomunikasi antarpribadi. 

 Menggunakan cara-cara berkomunikasi 

antarpribadi. 

7. MENILAIAN PRESTASI SISWA 

UNTUK KEPENTINGAN 

PENGAJARAN 

 Mempelajari fungsi penilaian. 

 Mempelajari bermacam-macam teknik dan 

prosedur penilaian. 

 Menyusun teknik dan prosedur penilaian. 

 Mempelajari kriteria pemilihan teknik dan prosedur 

penilaian. 

 Menggunakan teknik dan prosedur penilaian. 

 Mengolah dan mengiterpretasikan hasil penilaian. 

 Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan 

proses belajar-mengajar. 

 Menilai teknik dan prosedur penilaian. 

 Menilai keefektifan program pengajaran. 

8. MENGENAL FUNGSI DAN PROGRAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN 

PEYULUHAN. 

8.1 Mengenal fungsi dan program 

pelayanan bimbingan dan 

peyuluhan di sekolah. 

 Mempelajari fungsi bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah 

 Mempelajari program layanan bimbingan di 

sekolah. 

 Mengkaji persamaan dan perbedaan fungsi, 

kewenangan, serta tanggung jawab antara guru dan 

pembimbing di sekolah. 

8.2 menyelanggarakan program 

layanan bimbingan di sekolah. 
 Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

murid di sekolah. 

 Menyelanggarakan program layanan bimbingan di 

sekolah, terutama bimbingan belajar. 

9. MENGENAL DAN MENYELANGGARAKAN ADMINISTRASI SEKOLAH 

9.1 Mengenal penyelanggaraan 

administrasi sekolah. 
 Mempelajari struktur organisasi dan administrasi 

persekolahan. 

 Mempelajari fungsi dan tanggung jawab 

administrasi guru, kepala sekolah dan Kantor 

Wilayah Departemen Pendidikan Nasional. 

 Mempelajari peraturan-peraturan kepegawaian 

pada umumnya dan peraturan kepegawaian pada 

khususnya. 

9.2 menyelanggarakan administrasi 

sekolah. 
 Menyelanggarakan administrasi sekolah. 

 Mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur 

pengelolaan program akademik. 

10. MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP 

DAN MENAFSIRKAN HASIL-

HASIL PENELITIAN 

PENDIDIKAN GUNA 

 Mempelajari dasar-dasar penggunaan metode 

ilmiah dalam penelitian pendidikan. 

 Mempelajari teknik dan prosedur penelitian 
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KEPERLUAN PENGAJARAN. pendidikan terutama sebagai konsumen hasil-hasil 

penelitian pendidikan. 

 Menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk perbaikan 

pengajaran. 

  

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru 

yang professional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena 

itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai profesi 

keguruannya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata lain, kompetensi 

adalah pemilikan penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut 

oleh jabatan seseorang. 

Menurut Syafruddin Nurdin yang dikutip oleh Binti Maunah 

menyatakan bahwa mengajar adalah suatu perbuatan yang terpadu dan 

dilaksanakan secara bertahap, seperti digambarkan melalui analisis 

mengajar berikut ini:
27

 

Tabel 2.2 Analisis Mengajar 

TUGAS GURU  

Tahap Sebelum Pengajaran 

(pre-active) 

Tahap Pengajaran  

(inter-active) 

Tahap Sesudah 

Pengajaran (post-active) 

Perencanaan semester, catur 

wulan, unit, suatu pelajaran 

Pengelolaan  

kontrol pencapaian informasi  

penggunaan tingkah laku 

verbal dan non verbal  

Menilai kemajuan siswa  

Merencanakan kegiatan  

Menilai proses belajar 

mengajar  

Bekal bawaan siswa 

perumusan tujuan 

Pemilihan metode,  

Pengalaman belajar  

Bahan dan peralatan  

Balikan  

Penerapan konsep psikologis  

 

Mempertimbangkan cirri-ciri 

siswa, langkah pengakaran, 

pola pengelompokkan dan 

prinsip belajar  

Mendiagnosis kesulitan 

belajar  

Evaluasi  

Hasil belajar siswa 

kognitif, afektif dan 

psikomotorik  
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Berdasarkan tabel di atas proses pembelajaran merupakan interaksi 

edukatif yang dilakukan oleh guru-guru dan siswa di dalam situasi 

tertentu. Mengajar atau lebih spesifik lagi melaksanakan proses 

pembelajaran bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat terjadi 

begitu saja tanpa direncanakan sebelumnya, akan tetapi mengajar 

merupakan suatu kegiatan yang semestinya direncanakan dan didesain 

sedemikian rupa mengikuti langkah-langkah dan prosedur tertentu, 

sehingga dengan demikian pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang 

diharapkan.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara faktor yang mempengaruhi 

kinerja  guru adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivision).
28

  

a. Faktor kemampuan  

Secara psikologi, kemampuan  guru  terdiri  dari  kemampuan  

potensi (IQ) dan keampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang 

guru yang  memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai 

dengan  bidangnya serta terampil  dalam  mengerjakan  pekerjaan 

sehari-hari,  maka  ia akan lebih mudah  mencapai  kinerja  yang 

diharapkan. Oleh  karena  itu,  pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan  

yang sesuai  dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai 
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dengan bidangnya akan dapat  membantu  dalam  efetivitas  suatu 

pembelajaran.    

b. Faktor motivasi   

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situsi kerja.  Motivasi  merupakan  kondisi  yang  menggerakkan  

seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. C. 

Meclelland mengatakan  dalam bukunya Anwar Prabu berpendapat 

bahwa ada hubungan yang  fositif  antara  motif berprestasi dengan 

pencapaian kinerja.
29

 Guru sebagai pendidik memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berat. Guru harus menyadari bahwa ia hars  

mengerjakan  tugasnya tersebut  dengan sungguh-sungguh, bertanggung 

jawab, dan ikhlas sehingga siswa dapat dengan mudah menerima apa 

saja yang disampaikan oleh gurunya. Jika ini tercapainya maka guru 

akan memiiki tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya MeClelland 

mengemukakan 6 karakteristik dari guru yang memiliki motif 

berprestasi tinggi yaitu:  

1. Memiliki tanggung jawab pribadi tinggi   

2. Berani mengambil resiko  

3. Memiliki tujuan yang realistis   

4. Memanfaatkan  rencana  kerja  yang  menyeluruh  dan  berjuang 

untuk merealisasi tujuannya.  
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5. Memanfaatkan umpan balik  yang  kongkret  dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya.  

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.
30

 Membicarakan kinerja mengajar  guru,  tidak  

dapat  dipisahkan faktor-faktor pendukung dan pemecah masalah 

yang  menyebabkan terhambatnya  pembelajaran secara baik dan 

benar dalam  rangka pencapaian tujuan yang diharapkan guru dalam 

mengajar. Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat 

digolongkan ke dalam dua macam yaitu: 

a. Faktor dari dalam sendiri (intern) antara lain :  

1) Kecerdasan  

Seseorang yang cerdas jika diberikan tugas yang sederhana 

dan monoton mungkin akan terasa jenuh dan akan berakibat 

pada penurunan kinerjanya.  

2)  Keterampilan dan kecakapan  

Keterampilan setiap orang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan 

latihan.   

3)  Bakat  

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat  

menjadikan seseorang bekarja dengan pilihan dan keahliannya.  
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4)  Kemampuan dan minat  

Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang 

adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. 

Kemampuan yang disertai dengan minat yang tinggi dapat 

menunjang pekerjaan yang telah ditekuni  

5)  Motif   

Motif yang dimiliki dapat  mendorong  meningkatkannya  

kerja seseorang.   

6)  Kesehatan  

Kesehatan dapat  membantu  proses  bekerja  seseorang  

sampai selesai. Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan 

terganggu pula.   

7)  Kepribadian  

Seseorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral  

tinggi kemungkinan  tidak  akan  banyak  mengalami  kesulitan  

danmenyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  kerja  dan  interaksi  

dengan rekan kerja ang akan meningkatkan kerjanya.  

8)  Cita-cita dan tujuan dalam bekerja  

Jika  pekerjaan  yang  diemban  seseorang  sesuai  dengan  

cita-cita maka tujuan yang hendak  dicapai  dapat  terlaksanakan  

karena  ia bekerja  secara  sungguh-sungguh,  rajin,  dan  bekerja  

dengan sepenuh hati.  
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b. Faktor dari luar diri sendiri (ekstern), yang termasuk faktor dari luar 

diri sendiri (ekstern) diantaranya:  

1) Lingkungan keluarga  

Keadaan  lingkungan  keluarga  dapat  mempengaruhi  

kinerja seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat 

menurunkan gairah kerja.   

2) Lingkungan kerja  

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong 

seseorang bekerja secara optimal. Tidak  jarang  kekecewaan  

dan  kegagalan dialami seseorang di tempat ia bekerja. 

Lingkungan kerja yang dimaksud disini adalah situasi kerja, rasa 

aman, gaji yang memadai, kesempatan untuk mengembangan 

karir, dan rekan kerja yang kologial.  

3) Komunikasi dengan kepala madrasah  

 Komunikasi yang baik disekolah adalah komunikasi yang 

efektif.Tidak adanya komunikasi yang efektif dapat  

mengakibatkan timbulnya salah pengertian  

4) Sarana dan prasarana  

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu 

guru dalam meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam 

proses  mengajar mengajar.
31
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5) Kegiatan guru di kelas  

Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan 

secara bertahap. Dinamika guru dalam pengembangan program 

pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan 

hasil belajar siswa, jika manajemen sekolahnya  tidak memberi 

peluang tumbuh dan berkembangnya kreatifitas guru. Demikian 

juga penambahan sumber belajar berupa perpustakaan dan 

laboratorium tidak akan bermakna jika manajemen sekolahnya 

tidak memberikan  perhatian serius dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber  belajar  tersebut  dalam  proses  belajar  

mengajar.  Menurut Dede Rosyada dalam bukunya Paradigma 

Pendidikan Demokratis bahwa kegiatan guru di dalam kelas 

meliputi:  

a) Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang bijak  

b) Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan 

siswa-siswanya  

c) Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang 

membelajarkan   

d) Guru harus menguasai kelas  

e) Guru harus melakukan evaluasi secara benar.
32
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6) Kegiatan guru di sekolah antara lain yaitu:  

Berpartisipasi dalam bidang administrasi, dimana dalam 

bidang  

administrasi ini para guru memiliki kesempatan yang banyak 

untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah antara lain:  

a)  Mengembangkan filsafat pendidikan  

b)  Memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum   

c)  Merencanakan program supervisi   

d)  Merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian.
33

 

     Semua  pekerjaan  itu  harus  dikerjakan  bersama-sama  antara  

guru yang  satu  dengan  yang  lainnya  yaitu  dengan  cara  

bermusyawarah. Untuk  meningkatkan  kinerja,  para  guru  harus  

melihat  pada  keadaan pemimpinnya (kepsek). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa baik dan  buruknya guru dalam proses  belajar  

mengajar  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  salah satunya  adalah  

supervisor  dalam  melaksanakan  pengawasan  atau supervisi 

terhadap kemampuan (kinerja guru).   

4. Indikator Kinerja Guru   

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran guru dalam 

meningkatkan kemampuan dalam proses belajar-mengajar. Indikator 

kinerja tersebut adalah:  
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1. Kemampuan merencanakan belajar mengajar, kemampuan ini meliputi:  

a. Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan.  

b. Menyesuaikan analisa materi pelajaran  

c. Menyusun program semester   

d. Menyusun program atau pembelajaran    

2. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi:  

a. Tahap pra intruksional   

b. Tahap intruksional  

c. Tahap evaluasi dan tidak lanjut  

3. Kemampuan mengevaluasi  meliputi:  

a. Evaluasi normatif 

b. Evaluasi formatif 

c. Laporan hasil evaluasi 

d. Pelakanaan program perbaikan dan pengayaan.
34

 

Jadi menurut penulis, kinerja guru  yang  terdapat  di atas  

merupakan indikator positif dari kinerja guru. Sedangkan kinerja guru 

yang bersifat negatif meliputi, guru  belum  menguasai  penyusunan  

program  semester, guru belum melaksanakan pra intruksional, dan 

guru tidak memperhatikan evaluasi yang bersifat normatif.      
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5. Upaya Peningkatan Kinerja Guru 

Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, saat ini terlihat 

jelas bahwa pihak pengelola pendidikan baik yang berada di tingkat pusat, 

daerah maupun pada level pelaksana di lapangan sedang terus 

melaksanakan berbagai upaya peningkatan kinerja guru. Tujuan utama 

peningkatan kinerja guru adalah untuk mewujudkan niat dankeinginan 

mencapai prestasi siswa yang berkualitas baik dalam rangka merealiasikan 

visi reformasi pendidikan, yaitu pendidikan harus menghasilkan manusia 

yang beriman, berakhlak mulia, cerdas serta manusia yang mampu 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
35

 

Kegiatan peningkatan kinerja guru dapat dilaksanakan melalui dua  

pendekatan yaitu kegiatan internal sekolah dan kegiatan eksternal sekolah.  

Kegiatan internal sekolah mencakup a) supervisi yang dilakukan oleh 

kepala  sekolah dan para pengawas dari kantor Dinas Pendidikan setempat 

untuk meningkatkan kualitas guru, b) program Musyawarah  Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) yang direncanakan dan dilaksanakan secara teratur, 

terus-menerus dan berkelanjutan, c) sekolah melakukan kegiatan 

pengawasan yang berencana, efektif dan berkesinambungan, d) kepala 

madrasah dapat memotivasi dan memberikan kesempatan kepada guru-

guru untuk mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya dan penataran 
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dalam bidang yang terkait dengan keahlian guru yang bersangkutan 

dengan cara mendatangkan para ahli yang relevan.
36

  

Sedangkan kegiatan eksternal sekolah dapat dilakukan di luar 

sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru 

dalam mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan 

penataran dan pelatihan yang direncanakan secara baik, dilaksanakan di 

tingkat kabupaten atau kota, propinsi dan tingkat nasional untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru. Seiring 

dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah dewasa ini membuat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, 

kompetensi, dan sertifikasi guru. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diatur beberapa hal yang 

di antaranya: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana aatu program diploma 

empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kopetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang terdiri dari 

beberapa sub kompetensi personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 
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didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran  

di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi 

sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.   

 Sertifikasi profesi guru adalah proses  untuk memberikan sertifikat 

kepada guru yang memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. 

Sertifikasi guru bertujuan untuk:  

a. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional  

b. meningkatkan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, dan   

c. meningkatkan profesionalisme guru.
37

 

 

Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi, yang terdiri atas dua 

tahap, yaitu tes tulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan  penilaian 

pribadi, portofolio dan penilaian atasan. Syarat sertifikasi pendidik bagi 

guru adalah: (1). Memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan 

relevan); (2) menguasai standar kompetensi yang dibutuhkan dengan lulus 

uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara 
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pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah.     

Dalam rangka peningkatan kinerja, paling tidak ada tujuh langkah 

yang dapat dilakukan sebagai berikut:   

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan.  

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan baik yang behubungan dengan dengan pegawai itu sendiri  

d. Mengembamgkan rencana tindakan tersebut   

e. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah terasi atau belum   

f. Mulai dari awal, apabila perlu. 
38

   

Dari peningkatan kinerja ini mempunyai hasil dalam peningkatan 

karena semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan, hal itu harus 

berguna bagi para karyawan. 

6. Pengukuran Kinerja Guru 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, 

antara lain kegiatan tahap proses dan tahap hasil. Dari kegiatan tersebut 

dapat dibedakan menjadi tiga kriteria tujuan pengukuran, yaitu: tujuan 

administratif, supervisi atau konseling, dan penelitian. Data yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan dalam memvalidasi prosedur seleksi, evalusi program, 

evaluasi motivasi, dan kepuasan kinerja. 
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Untuk meperoleh informasi kinerja terdapat berbagai pendekatan 

baik yang bersifat konseptual, maupun operasional yaitu melalui 

pengukuran kinerja yang meliputi tiga dimensi untuk mengklasifikasikan 

bentuk pengukuran, antara lain: tentang waktu pengukuran, spesifikasi 

pengukuran, dan indikator pengukuran pada tingkat organisasi. Rentang 

waktu pengukuran berarti hasil pengukuran kinerja dapat diperoleh dengan 

segera setelah perilaku kerja selesai, atau menyusul beberapa waktu 

kemudian. Dimensi spesifikasi pengukuran berarti pengukuran difokuskan 

pada aspek spesifikasi dari suatu kinerja atau didasarkan pada nilai kerja 

secara menyeluruh. Sedangkan dimensi indikator yaitu pendekatan 

klasifikasi pengukuran dari kedekatan tujuan organisasi.  

Syarat dari sistem penilaian adalah relevance, acceptability, 

reliability, sensitivity dan practically.
39

 Relevance berarti bahwa suatu 

sistem penilaian digunakan untuk mengukur hal-hal atau kegiatan yang 

ada hubungannya. Hubungan yang ada kesesuaian antara hasil pekerjaan 

dan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Acceptability berarti hasil 

dari sistem penilaian tersebut dapat diterima dalam hubungannya dengan 

kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi.  Reliability 

berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat dipercaya (konsisten dan 

stabil), reliabilitas sitem penilaian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: waktu dan frekuensi penilaian. Dalam hubungannya dengan sistem 

penilaian, disebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila dua 
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penilai atau lebih terhadap karyawan yang sama memperoleh hasil nilai 

yang tingkatnya relatif sama. Sencitivity berarti sistem penilaian tersebut 

cukup „peka‟dalam membedakan atau menunjukkan kegiatan yang 

berhasil, cukup ataupun gagal, telah dilakukan oleh seorang karyawan. Hal 

ini sangat penting karena jangan sampai terjadi suatu sistem tidak memiliki 

kemampuan membedakan karyawan yang berhasil dari karyawan yang 

tidak berhasil. Apabila itu terjadi maka dalam suatu organisasi semua 

karyawan akan mencapai tingkatan yang sama dan semua tujuan penilaian 

prestasi kerja tidak akan tercapai.  Practicality berarti bahwa sistem 

penilaian dapat mendukung secara langsung tercapainya tujuan organisasi 

lembaga pendidikan melalui peningkatan produktivitas para karyawan.   

Berdasarkan pedoman Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 

tentang instrumen penilaian kinerja sekolah khususnya dalam komponen 

kinerja guru, kinerja guru meliputi dua bidang yaitu 1) Akademik dan 2) 

Non Akademik. Adapun bidang akademik meliputi tiga unsur yaitu a) 

Pengembangan pribadi yang memiliki tiga aspek yaitu aspek aplikasi 

pengajaran, aspek kegiatan ekstra kurikuler dan aspek kualitas pribadi 

guru, b) Unsur pembelajaran, memiliki tiga aspek yaitu aspek 

perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek evaluasi, c) Unsur sumber 

belajar memiliki dua aspek yaitu aspek ketersediaan bahan ajar dan aspek 

pemanfaatan sumber belajar. Sedangkan bidang non akademik memiliki 

satu unsur yaitu unsur kepribadian yang memiliki tujuh aspek yatu: 
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kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, kejujuran, 

dan prestasi kerja.   

Indikator bidang akademik dari aspek aplikasi pembelajaran terdiri 

dari tiga indikator yaitu: peningkatan kemampuan dalam penguasaan 

teknik atau metode mengajar, menerapkan pengajaran yang variatif, dan 

menggunakan metode yang tepat dalam pengajaran. Demikian juga aspek 

ekstra kurikuler terdiri dari tiga indikator yaitu: aktif membina kegiatan 

ekstrakurikuler, memiliki jadwal yang teratur dalam membina kegiatan 

ekstra kurikuler, dan  menyusun laporan kegiatan ekstra kurikuler. Dari 

aspek kualitas pribadi guru terdiri dari empat indikator yaitu: sering 

mengikuti kegiatan seminar atau loka karya pendidikan, memiliki ijazah 

minimal D-4 atau S-1, sering mengikuti diklat untuk peningkatan 

kemampuan dan keterampilan dalam pengajaran serta menyusun karya 

tulis atau karya ilmiyah secara rutin. Dalam aspek perencanaan 

pembelajaran terdiri dari lima indikator yaitu: memiliki kurikulum yang 

berlaku, memiliki kalender pendidikan, memiliki program semester, 

memiliki program tahunan, dan memiliki rencana pembelajaran. Dalam 

aspek pelaksanaan pembelajaran terdiri dari enam indikator yaitu: memulai 

pembelajaran tepat waktu, memanfaatkan waktu pembelajaran dengan 

optimal, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

berpendapat, menggunakan suara yang jelas dan tegas dalam mengajar, 

melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik, dan melaksanakan 

pembelajaran dengan rencana pelajaran yang sudah disusun. Adapun aspek 
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evaluasi terdapat empat indikator yaitu: memiliki kemampuan menyusun 

alat evaluasi yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi, 

melaksanakan evaluasi secara lengkap yang mencakup evaluasi awal, saat 

pembelajaran dan di akhir pembelajaran, melaksanakan analisis terhadap 

evaluasi yang dilaksanakan serta memberikan remidial kepada siswa yang 

dianggap perlu.  

Unsur sumber belajar yang memiliki aspek ketersediaan bahan ajar 

terdiri dari tiga indikator yaitu: memiliki buku pegangan utama yang sama 

seperti yang dimiliki siswa, memiliki buku penunjang yang mampu 

memperkaya materi pembelajaran, dan memiliki daftar buku yang dapat 

digunakan siswa untuk memperkaya pengetahuan. Aspek pemanfaatan 

sumber belajar terdiri dari empat indikator yaitu: guru mampu 

memanfaatkan media yang ada untuk pembelajaran, guru mampu 

memanfaatkan alat peraga yang ada, guru memiliki kemampuan untuk 

membuat alat peraga, memanfaatkan semua sumber belajar yang ada.    

Pada bidang non akademik unsur kepribadian dari aspek kedisiplinan  

terdiri dari lima indikator yaitu: mentaati ketentuan jam kerja, mentaati 

perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan 

sebaik-baiknya, bersikap sopan santun, mentaati peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku, memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan aspek 
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etos kerja terdiri dari dua indikator yaitu: semangat kerja yang tinggi dan 

kreatifitas yang tinggi.
40

 

 Aspek kerja sama terdiri dari empat indikator yaitu: dapat 

menyesuaikan pendapatnya dengan orang lain, mengetahui secara 

mendalam bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan 

bidangnya sendiri, menghargai pendapat orang lain dan mampu bekerja 

bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang yang sama. 

Sedangkan aspek inisiatif terdiri dari tiga indikator yaitu: selalu berusaha 

memberikan saran dan pandangannya baik dan berguna kepada atasan baik 

diminta atau tidak diminta, tanpa petunjuk atau perintah atasan dalam 

melaksanakan tugas, dan berusaha mencari tata cara kerja baru dalam 

mencapai daya sebesar-besarnya. Aspek tanggung jawab terdiri dari 6 

indikator yaitu: selalu berada di tempat tugas selama jam kerja, 

menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya barang inventaris 

yang dipercayakan, tidak pernah melempar kesalahan yang dibuatnya, 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, berani memikul resiko 

dari keputusan dan tindakan yang dilakukan, mengutamakan kepentingan 

dinas daripada kepentingan pribadi atau golongan. Aspek kejujuran terdiri 

dari tiga indikator yaitu: melaksanakan tugas dengan ikhlas, tidak 

menimbulkan kerugian terhadap lembaga, negara atau masyarakat, hasil 

kerjanya  dilaporkan kepada atasan. Dan yang terakhir  
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Aspek prestasi kerja yang terdiri dari tujuh indikator yaitu: selalu 

melaksankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, mempunyai 

pengalaman yang luas dibidang tugasnya, mempunyai kecakapan dan 

menguasai segala seluk beluk di bidang tugasnya, mempunyai 

keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugas, bersungguh-sungguh 

melaksankan tugasnya tanpa ada dorongan, hasil kerja yang dicapai dalam 

arti mutu maupun jumlah, dan tidak sering terganggu kesehatan jasmani 

dalam pelaksanaan tugas.
41

 

 

C. Perumusan Kinerja Guru  

Perumusan  kinerja guru  dalam proses belajar-mengajar mengacu pada 

adalah:  

1. Kemampuan merencanakan belajar mengajar, kemampuan ini meliputi:  

a. Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan.  

b. Menyesuaikan analisa materi pelajaran  

c. Menyusun program semester   

d. Menyusun program atau pembelajaran    

2. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi:  

a. Tahap pra intruksional   

b. Tahap intruksional  

c. Tahap evaluasi dan tidak lanjut  

3. Kemampuan mengevaluasi  meliputi:  

a. Evaluasi normatif 
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b. Evaluasi formatif 

c. Laporan hasil evaluasi 

d. Pelakanaan program perbaikan dan pengayaan.
42

 

Jadi menurut peneliti, kinerja guru  yang  terdapat  di atas  merupakan 

indikator positif dari kinerja guru. Sedangkan kinerja guru yang bersifat 

negatif meliputi, guru  belum  menguasai  penyusunan  program  semester, 

guru belum melaksanakan pra intruksional, dan guru tidak memperhatikan 

evaluasi yang bersifat normatif.      

Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, saat ini terlihat jelas 

bahwa pihak pengelola pendidikan baik yang berada di tingkat pusat, daerah 

maupun pada level pelaksana di lapangan sedang terus melaksanakan berbagai 

upaya peningkatan kinerja guru. Tujuan utama peningkatan kinerja guru 

adalah untuk mewujudkan niat dankeinginan mencapai prestasi siswa yang 

berkualitas baik dalam rangka merealiasikan visi reformasi pendidikan, yaitu 

pendidikan harus menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, 

cerdas serta manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
43

 

Kegiatan peningkatan kinerja guru dapat dilaksanakan melalui dua  

pendekatan yaitu kegiatan internal sekolah dan kegiatan eksternal sekolah.  

Kegiatan internal sekolah mencakup a) supervisi yang dilakukan oleh kepala  

sekolah dan para pengawas dari kantor Dinas Pendidikan setempat untuk 
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meningkatkan kualitas guru, b) program Musyawarah  Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) yang direncanakan dan dilaksanakan secara teratur, terus-menerus 

dan berkelanjutan, c) sekolah melakukan kegiatan pengawasan yang 

berencana, efektif dan berkesinambungan, d) kepala madrasah dapat 

memotivasi dan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti 

kegiatan seminar atau lokakarya dan penataran dalam bidang yang terkait 

dengan keahlian guru yang bersangkutan dengan cara mendatangkan para ahli 

yang relevan.
44

  

Sedangkan kegiatan eksternal sekolah dapat dilakukan di luar sekolah 

dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam 

mengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan penataran dan 

pelatihan yang direncanakan secara baik, dilaksanakan di tingkat kabupaten 

atau kota, propinsi dan tingkat nasional untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mengajar guru. Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka 

pemerintah dewasa ini membuat peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, diatur beberapa hal yang di antaranya: guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana aatu program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi 
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pedagogik, kopetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang terdiri dari 

beberapa sub kompetensi personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran  di sekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.   

 Sertifikasi profesi guru adalah proses  untuk memberikan sertifikat 

kepada guru yang memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. 

Sertifikasi guru bertujuan untuk:  

a. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional  

b. meningkatkan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, dan   

c. meningkatkan profesionalisme guru.
45

 

 

Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi, yang terdiri atas dua tahap, 

yaitu tes tulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan  penilaian pribadi, 
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portofolio dan penilaian atasan. Syarat sertifikasi pendidik bagi guru adalah: 

(1). Memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan relevan); (2) 

menguasai standar kompetensi yang dibutuhkan dengan lulus uji kompetensi 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga 

pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.     

Dalam rangka peningkatan kinerja, paling tidak ada tujuh langkah 

yang dapat dilakukan sebagai berikut:   

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan.  

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan 

baik yang behubungan dengan dengan pegawai itu sendiri  

d. Mengembamgkan rencana tindakan tersebut   

e. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah terasi atau belum   

f. Mulai dari awal, apabila perlu. 
46

   

Dari peningkatan kinerja ini mempunyai hasil dalam peningkatan 

karena semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan, hal itu harus berguna 

bagi para karyawan. 

Hal ini sesuai menurut pendapat Danim yang dikutip oleh Udin 

Syaefudin
47

 dari prespektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk 

merangsang, memelihara dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan 

masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa 

pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun 
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hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk 

menjalani proses profesionalisasi. Karena subtansi kajian dan konteks 

pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan 

waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. 

Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru. 

Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi 

pembaharuan pendidikan. Menurut Soetjipto dan Kosasi yang dikutip oleh 

Udin Syaefudin
48

 pengembangan sikap professional guru dapat dilakukan 

selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).  

1. Pengembangan kompetensi selama pendidikan prajabatan 

Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya 

nanti. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan 

ilmu, ketrampilan dan bahkan sikap professional dirancang dan 

dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. 

2. Pengembangan profesional selama dalam jabatan 

Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru dalam masa pengabdiannya dapat dilakukan secara 

formal,  melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau 

melalui kegiatan ilmiah lainnya. Atau dapat dilakukan secara informal 

melalui media massa televisi, radio, koran, majalah maupun publikasi 

lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan sekaligus dapat meningkatkan profesionalisme guru. 
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Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional 2005 menyebutkan beberapa alternatif Program 

Pengembangan Profesionalisme Guru, sebagai berikut: 

1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi 

pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan  
49

. Maka, bila 

masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Program 

ini diperuntukkan mereka. 

2. Program penyetaraan dan sertifikasi 

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program 

keguruan. Keadaan ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau 

kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi yang 

dituntut namun tidak sesuai, misalnya berijazah S1 tetapi bukan 

kependidikan. Mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau 

sertifikasi. 

3. Program supervisi pendidikan 

Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk 

meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan 

mengajar tetapi juga mengembangkan potensikualitasguru. 
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Supervisi sebagai usaha bersama untuk mendorong para guru 

mengembangkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan pendidikan 

dengan lebih baik. Tiap  guru mempunyai kemampuan dan kelemahan 

yang berbeda, untuk itu memerlukan tehnik supervisi maksudnya, cara 

atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan 

pelayanan atau bantuan kepada para guru.
50

  

Sering kali ada persepsi yang salah atau kurang tepat dimana tugas 

supervisor  sering dimaknai mencari kesalahan atau untuk mengadili guru, 

padahal   supevisi merupakan usaha untuk membantu guru meningkatkan 

kemampuan dan penampilannya sesuai kebutuhan dalam situasi kerjanya, 

dan bertujuan   untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar 

mengajar. Semua itu  untuk mempertinggi mutu pendidikan dan 

pengajaran. 

4. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi 

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, 

diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program 

pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang disesuaikan dengan guru 

yaitu mengacu kepada tuntutan kompetensi.  

Selama ini pelaksanaan pelatihan bersifat parsial dan 

pengembangan materi seringkali tumpang tindih, menghabiskan banyak 

waktu, tenaga dan biaya yang kurang efisien. Tidak jarang dalam satu 

tahun seorang guru mengikuti tiga jenis pelatihan sehingga mengganggu 
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kegiatan PBM. Oleh karenanya pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan 

yang terintegrasi berbasis kompetensi, yaitu pelatihan yang mengacu pada 

kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh peserta didik, sehingga 

isi/materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan gabungan/integrasi 

bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang secara utuh diperlukan 

untuk mencapai kompetensi. 

5. Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan professional guru 

mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang 

terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. MGMP 

di mana anggotanya terdiri atas guru-guru tingkat SD atau MI yang berasal 

dari sekolah dengan jarak tempuh maksimum 2 jam perjalanan dengan 

transportasi umum darat ke sekolah inti sebagai pusat kegiatan kelompok 

kerja 
51

.   

Dengan MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalisme 

guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam 

memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para 

anggotanya. 
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6. Program pelatihan tradisional lainnya 

Bentuk-bentuk pelatihan seperti, Penataran yang merupakan usaha 

pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan 

pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka 

dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya 

masing-masing.”
52

 

 Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk 

kursus/pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi 

kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Oleh karena itu suatu kombinasi 

antara materi akademis dan pengalaman  lapangan akan sangat efektif 

untuk pengembangan kursus/pelatihan tradisional ini. Pelatihan ini pada 

umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya actual dan 

penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya: CTL, KTSP, penelitian 

tindakan kelas, penulisan karya ilmiah dan sebagainya. 

7. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah 

Jurnal atau bentuk makalah ilmiah secara berkesinambungan 

diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun 

lembaga-lembaga lainnya. Jurnal atau bentuk karya ilmiah tersebut 

tersebar dan dapat ditemui diberbagai pusat sumber belajar (perpustakaan, 

internet dan sebagainya). 

Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah 

lainnya dalam bidang pendidikan guru dapat mengembangkan 
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profesionalismenya. Selanjutnya dengan meningkatnya pengetahuan 

seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru diharapkan dapat 

membangun konsep baru, ketrampilan khusus dan alat/media belajar yang 

dapat memberikan kontribusi dalam melaksnakan tugasnya. 

8. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah 

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara 

mandiri. Yang diperlukan adalah bagaimana memotivasi dirinya sendiri 

untuk berprestasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Dengan partisipasi 

tersebut akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun 

profesionalisme guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

Penyampaian makalah, kegiatan diskusi, pameran ilmiah, pertemuan 

informal untuk bertukar fikiran atau ide-ide baru, sering berintegrasi untuk 

memberikan kesempatan pada guru untuk tumbuh sebagai seorang 

professional. 

9. Melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas) 

PTK merupakan studi yang sistematik yang dilakukan oleh guru 

dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek 

pembelajaran secara terus-menerus, juga merupakan strategi untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat 

reflektif oleh guru untuk meningkatkan kemantapan rasional, 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam 

melaksankan tugasnya dan memperbaiki kondisi pratek pembelajaran yang 

bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. 
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10. Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan 

Pemilihan terhadap program radio dan televisi dan sering membaca 

surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai 

pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Berbagai bentuk media 

tersebut seringkali memuat artikel-artikel maupun program-program yang 

berkaitan dengan berbagai isu atau penemuan terkini mengenai pendidikan 

yang dibahas secara mendalam oleh pakar pendidikan. Oleh karena itu 

penggunaan media secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekui 

guru akan dapat membantu proses peingkatan profesionalisme guru. 

11. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi 

Ikut menjadi anggota organisasi/komunitas professional juga akan 

meningkatkan profesionalisme guru. Komunitas professional biasanya 

akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara 

profesionalismenya. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus 

pandai memilih suatu bentuk organisasi professional yang dapat memberi 

manfaat melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. 

12. Menggalang kerjasama dengan teman sejawat 

Kerjasama dengan teman seprofesi sangat menguntungkan bagi 

pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal dapat dipecahkan dan 

dilakukan berkat kerjasama. Pertemuan secara formal maupun informal 

untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan 

termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan lain. Berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan tersebut dapat menjaga keaktifan fikiran dan 
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membuka wawasan yang memungkinkan guru untuk terus 

mendapatkannya. Semakin guru terlibat dalam perolehan informasi, 

maka guru semakin merasa akuntabel, dan semakin merasakan 

akuntabel maka ia semakin termotivasi  untuk mengembangkan 

profesionalisme dirinya. 

 

D. Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah  

Implementasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu  to  implement  yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana 

untuk melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau  akibat  

terhadap sesuatu. Sesuatu  tersebut  dilakukan  untuk menimbulkan  dampak  

atau  akibat  itu dapat  berupa  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  

keputusan  peradilan  dan kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga  

pemerintah  dalam  kehidupan kenegaraan.
53

  Implementasi  sebagai: 

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh  individu-individu  atau pejabat-

pejabat  atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta  yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan.
54

  

Fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan  tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik 

diwujudkan  sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan  oleh  

pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi  mencakup  pula penciptaan  apa  
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yang  Dalam  ilmu  kebijakan  public  disebut  “policy  delivery system”  

(sistem  penyampaian/penerusan  kebijakan  publik)  yang  biasanya  terdiri 

dari  cara-cara  atau  saran-sarana  tertentu  yang  dirancang  atau  didesain  

secara khusus  serta  diarahkan  menuju  tercapainya  tujuan-tujuan  dan  

sasaran-sasaran yang dikehendaki. 

  Kebijakan kepala madrasah adalah hasil keputusan-keputusan yang 

dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala madrasah untuk seseorang/ 

sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

melangkah lebih maju ke masa depan.
55

 

Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam 

penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas 

pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala 

madrasah. Seorang kepala madrasah bertanggung jawab dalam 

melaksanakanperan seorang kepala madrasah sangat kebijakan pendidikan 

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kepala madrasah 

bertanggung jawab penuh akan sekolah tersebut. Dibutuhkan dalam lembaga 

tersebut. Dengan menjalankan fungsi kepala madrasah sebagai leader 

(pemimpin) dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam semua 

aspek. 

Peran seorang kepala madrasah sangat dibutuhkan dalam lembaga 

tersebut. Dengan menjalankan fungsi kepala madrasah sebagai leader 

                                                 
55

 Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan (Jakarta: Bumi  

Aksara, 1994),  62. 



 71 

(pemimpin) dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam semua 

aspek. 

Dalam suatu kebijakan pendidikan ini terdapat tiga tahap kebijakan 

yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Kepala madrasah sebagai petugas 

yang profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut.
56

 

Kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: Yang 

pertama, kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti kurikulum, 

penetapan tujuan, rekruitmen, penerimaan peserta didik. Yang kedua, 

kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem kependidikan. 

Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan, dan penarikan 

tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian keseluruhan staf. Yang 

keempat, kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya non 

manusia seperti sumber finansial, gedung dan perlengkapan.
57

 Kepala 

madrasah harus mengetahui problem apa yang terdapat di sekolah tersebut 

agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian 

masalah tersebut.  

Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif  dalam penentuan 

kebijakan, maka kita harus mengetahui beberapa pihak yang dapat mengambil 

keputusan yaitu:   

1. Kebijakan mengenai standar kurikulum menjadi kewenangan menteri 

pendidikan.  
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2. Kebijakan mengenai alokasi anggaran menjadi tanggungjawab pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota yang didalamnya termasuk legislatif, 

dan   

3. Kebijakan pembelajaran ada pada sekolah yang dikendalikan oleh kepala 

madrasah. Kebijakan pembelajaran ini seperti: mengelaborasi kurikulum 

menjadi bahan ajar pada setiap mata pelajaran, menyediakan kelengkapan 

pengajaran, menyiapkan ruang kelas yang layak dan nyaman dipakai, 

melakukan supervisi kepada guru dan membina pertumbuhan jabatan 

melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.  Oleh karena itu, sekolah 

diperlukan seorang pemimpin yang efektif dalam penentuan kebijakan 

dalam pendidikan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan 

yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta 

memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi.58 

Setiap orang sebagai anggota suatu kelompok dapat memberikan 

sumbangannya untuk kesuksesan kelompoknya. Kepemimpinan kepala 

madrasah yang efektif mampu merumuskan program dan melaksanakan 

kegiatan mengutamakan partisipasi seluruh anggotanya. Seorang kepala 

madrasah harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, 

membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 

sehingga dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Seorang pemimpin 

juga harus arif / bijaksana dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam 
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tugas-tugas administratif serta dapat bertanggung jawab apabila tujuan belum 

tercapai. 

  

E. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah  

 Dalam suatu kebijakan pendidikan ini terdapat tiga tahap kebijakan 

yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Kepala madrasah sebagai petugas 

yang profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut.
59

 

 Adapun tiga tahapan kebijakan sebagai berikut:   

1. Formulasi Kebijakan  

Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi 

kebijakan adalah pembuatan / perumusan suatu kebijakan dalam 

pendidikan. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan 

pendidikan:   

a. Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada agenda 

pendidikan.   

b. Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah.  

c. Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi / 

diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

d. Implementasi kebijakan, yakni  kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan dalam pendidikan.  
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 Syafaruddin,  Efektifitas Kebijakan…, 117. 
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e. Penilaian kebijakan, yakni tahap ini tahap penilaian dalam pembuatan 

kebijakan dan pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.
60

 

Dalam pembuatan kebijakan mengandung beberapa isi penting 

yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. 

Adapun isi kebijakan mencakup:   

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan  

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

c. Derajat perubahan yang diinginkan  

d. Kedudukan pembuat kebijakan  

e. Siapa pelaksana program  

f. Sumber daya yang dikerahkan 

2.   Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang 

dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan 

Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dan keputusanyang 

memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud 

ke dalam prakteknya / realisasinya.  

Terdapat 4 faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan 

yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur 

birokrasi. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan ada 

pilihan langkah yaitu:  Yang pertama, secara langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program pendidikan.  Yang 
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kedua, dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional 

tersebut.
61

 

3.  Evaluasi Kebijakan       

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan 

pengevaluasian  dalam kebijakan  pendidikan tersebut. Karena dapat 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah tercapai. Menurut Putt 

dan Springer bahwa evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang 

utama dari proses kebijakan.
62

 

Evaluasi kebijakan akan memberikan informasi yang 

membolehkan stakeholders (kebutuhan masyarakat) dapat mengetahui apa 

yang terjadi dari maksud kebijakan tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan 

disini adalah untuk mengidentifikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

yang dicapai sesuai dengan sasaran. Dan tujuan dari evaluasi kebijakan 

adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pngalaman terdahulu. 

 

  

F. Penelitian Terdahulu  

1. Victor Pattiasina. Tesis. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

terhadap Kinerja Pelayanan dengan Budaya kerja dan Penerapan Good 

Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Rumah 
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Sakit di Kota Ambon. 2011. Tesis. Pascasarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya.
63

  

Penelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja pelayanan dengan budaya kerja dan implementasi Good 

Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Studi ini 

dilakukan di Rumah Sakit di Kota Ambon. Populasi dari penelitian ini 

adalah semua unsur pimpinan dan pasien Rumah Sakit di Kota Ambon. 

Pengujian dilakukan pada sampel sebanyak 86 responden. Metode sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 

dengan survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris 

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA).
 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja pelayanan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kepemimpinan berperan dalam pencapaian kinerja yang lebih baik. 

Akan tetapi, budaya kerja sebagai variabel moderasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja 

pelayanan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi GCG 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pelayanan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa implementasi GCG memperkuat hubungan antara 

gaya kepemimpinan dengan kinerja pelayanan.  

                                                 
63

 Victor Pattiasina. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Pelayanan dengan Budaya kerja dan Penerapan Good Corporate Governance sebagai Variabel 

Moderasi: Studi pada Rumah Sakit di Kota Ambon. Tesis tidak diterbitkan(Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, 2011) 
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2. Yus Shofiatus Sholehah Tesis yang berjudul “Kepemimpinan Kepala 

madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Kasus di 

SMAN 1 Srengat Blitar) tahun 2010”, Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari tesis tersebut 

ditemukan bahwa menciptakan hubungan sosial dan emosional yang baik 

dengan guru dan staff dapat meningkatkan profesional guru.
64

 Titik 

singgung dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengupas perilaku 

peningkatan profesionalisme guru. Yang membedakan terletak pada tidak 

tersentuhnya tenaga kependidikan lainnya. Semisal Tata Usaha, karyawan 

laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. 

3. Wahyudi Tesis dengan judul “Peran Kepala Madrasah Dalam 

Mengembangkan Profesional Guru (Studi Penerapan Fungsi Manajemen 

Kepala di Sekolah Alam Bilingual MTs Surya Buana Malang) tahun 2010 

” Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dari tesis tersebut bahwa membuat tim khusus 

pengadaan biaya, terkait dengan program pengembangan.
65

 Titik 

singgungnya terletak pada peran kepala madrasah dalam upaya 

peningkatan mutu guru. Sedangkan hal yang membedakan tidak 

tersentuhnya manajemen dalam penelitian yang akan dilakukan.  

4. Khoiri Tesis dengan judul ”Peran Kepemimpinan Kepada Madrasah 

dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik (Studi Kasus di MTs 

Ma'arif Nahdhatul Ulama Blitar) tahun 2010 ” Program Pascasarjana 

                                                 
64

Yus Shofiatus Sholehah, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru, (Malang, 2010). 
65

Wahyudi, Peran Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Profesional Guru, (Malang, 2010) 
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Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung.  Dari tesis 

tersebut ditemukan  melakukan hal-hal pembinaan disiplin, pemberian 

motivasi, pemberian penghargaan, persepsi. Titik singgungnya terletak 

pada upaya kepala madrasah/sekolah dalam peningkatan tenaga pendidik. 

Hal yang membedakan adalah pada tenaga kependidikan (guru dan 

karyawan) 

5. Sri Rohmi Tesis dengan judul “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Kasus Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Malang) tahun 2007. Program Pascasarjana Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Hasil yang diperoleh 

penelitian ini bahwa gaya Kepemimpinan Kepala MAN 1 Malang dalam 

meningkatkan Profesionalisme Guru adalah gaya demokratis.
66

 Strategi 

yang digunakan oleh kepemimpinan Kepala MAN 1 Malang dalam 

meningkatkan profesionalisme guru adalah gaya collaboriteve. Titik 

singgungnya terletak pada perihal kepemimpinan. Sedangkan hal yang 

membedakan terletak pada pembahasan yang lebih luas.  

6. Hilda Karli. Jurnal. Pertimbangan dan Strategi Pengambilan Keputusan 

Kepala Sekolah. Universitas Terbuka Bandung. Jurnal Pendidikan Penabur 

- No.21/Tahun ke-12/Desember 2013. Hasil penelitiannya adalah 

pengambilan keputusan merupakan proses seorang manusia dalam 

mempertahankan dirinya dalam kehidupan untuk memecahkan 

permasalahan yang  timbul  dengan  mencari  jawaban pemecahan masalah 
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Sri Rohmi, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, 

(Tulungagung, 2007) 
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tersebut yang paling tepat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh 

seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan  seperti:  1)  Posisi  

atau  kedudukan yang mengambil keputusan  ;2) Masalah yang dihadapi;  

3)  keadaan  internal  organisasi:  4) keadaan  eksternal  organisasi;  5)  

tersedianya informasi yang diperlukan; 6) kepribadian dan kecakapan 

pengambil keputusan. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu  

Dengan Penelitian yang akan dilakukan  

No 

Penulis, Karya Tulis, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Rumusan Masalah Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1. Victor Pattiasina. 

Tesis. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

terhadap Kinerja 

Pelayanan dengan 

Budaya kerja dan 

Penerapan Good 

Corporate Governance 

sebagai Variabel 

Moderasi: Studi pada 

Rumah Sakit di Kota 

Ambon. 2011. Tesis. 

Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Brawijaya 

1) Apakah gaya 

kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja pelayanan? 

2) Apakah budaya 

kerja sebagai 

variabel moderasi 

memiliki pengaruh 

terhadap hubungan 

antara gaya 

kepemimpinan dan 

kinerja pelayanan? 

3) Apakah 

implementasi GCG 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja pelayanan? 

Kepemimpinan 

kepala 

madrasah  

Jenis penelitian 

kuantitatif. 

Penelitian ini 

membahas 

tentang gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

terhadap kinerja 

pelayanan 

dengan budaya 

kerja dan 

penerapan good 

corporate 

govermance. 

2. Yus Shofiatus 

Sholehah. Tesis. 

“Kepemimpinan 

Kepala madrasah 

Dalam Meningkatkan 

1) Bagaimana 

pendekatan kepala 

sekolah dalam 

meningkatkan 

profesionalisme 

Jenis 

penelitian 

kualitatif, 

sama-sama 

membahas 

Profesionalisme 

guru  
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Profesionalisme Guru 

(Studi Kasus di SMAN 

1 Srengat Blitar) tahun 

2010”, 2010. Program 

Pascasarjana 

Universitas Islam 

Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

guru? 

2) Bagaimana 

metode dalam 

meningkatkan 

profesionalisme 

guru? 

3) Bagaimana 

strategi dalam 

meningkat 

profesionalisme 

guru? 

 

tentang 

kepemimpinan  

3 Tesis Wahyudi dengan 

judul “Peran Kepala 

Madrasah Dalam 

Mengembangkan 

Profesional Guru 

(Studi Penerapan 

Fungsi Manajemen 

Kepala di Sekolah 

Alam Bilingual MTs 

Surya Buana Malang) 

tahun 2010 ” Program 

Pascasarjana 

Universitas Islam 

Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

1) Bagaimana 

prosedur kepala 

madrasah dalam 

mengembangkan 

profesionalisme 

guru? 

2) Bagaimana peran 

kepala dalam 

mengembangkan 

profesionalisme 

guru? 

 

Jenis 

penelitian 

kualitatif, 

sama-sama 

membahas 

kepemimpinan 

kepala 

madrasah dan 

kinerja tenaga 

pendidik  

Membahas 

peran 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru. 

4. Tesis Khoiri dengan 

judul ”Peran 

Kepemimpinan 

Kepada Madrasah 

dalam Meningkatkan 

Kinerja Tenaga 

Pendidik (Studi Kasus 

di MTs Ma'arif 

Nahdhatul Ulama 

Blitar) tahun 2010 ” 

Program Pascasarjana 

Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) 

Tulungagung. 

1) Bagaimana 

pendekatan 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam meningkatkan 

kinerja tenaga 

pendidikan? 

2) Bagaimana peran 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam meningkatkan 

kinerja tenaga 

pendidik? 

 3) Bagaimana 

strategi 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam meningkatkan 

kinerja tenaga 

Jenis 

penelitian 

kualitatif, 

sama-sama 

membahas 

kepemimpinan 

kepala 

madrasah dan 

kinerja tenaga 

pendidik  

Membahas 

peran 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru 
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pendidik? 

5. Tesis Sri Rohmi 

Dengan judul 

“Kepemimpinan 

Kepala Madrasah 

dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru 

(Studi Kasus 

Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Malang) 

tahun 2007. Program 

Pascasarjana Sekolah 

Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) 

Tulungagung 

1) Bagaimana 

prosedur kepala 

madrasah dalam 

mengembangkan 

profesionali guru? 

2) bagaimana peran 

kepala madrasah 

dalam 

mengembangkan 

professional guru?  

Jenis 

penelitian 

kualitatif, 

sama-sama 

kepala sekolah 

madrasah  

Penelitian ini 

membahas 

professional 

guru  

6. Hilda Karli. Jurnal. 

Pertimbangan dan 

Strategi Pengambilan 

Keputusan Kepala 

Sekolah. Universitas 

Terbuka Bandung. 

Jurnal Pendidikan 

Penabur - 

No.21/Tahun ke-

12/Desember 2013.   

1) langkah-langkah 

seorang kepala 

sekolah dalam 

mengambil 

keputusan yang  

tepat,   

2)  teknik-teknik  

seorang  kepala  

sekolah mengambil 

keputusan yang 

tepat, dan  

3)  faktor-faktor 

yang perlu  

dipertimbangkan  

oleh  seorang  kepala 

sekolah dalam 

mengambil 

keputusan. 

Jenis 

penelitian 

kajian 

kepustakaan  

Penelitian ini 

membahas 

tentang 

pertimbangan 

strategi 

pengambilan 

keputusan 

kepala sekolah  

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas tentang kinerja guru, sedangkan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu membahas tentang gaya kepemimpinan, kinerja pelayanan, budaya 

kerja, profesionalisme guru. Sedangkan penelitian ini fokus pada 
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implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru 

khususnya tentang perumusan kinerja guru, wujud kebijakan kepala madrasah, 

langkah-langkah implementasi kebijakan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

 

G. Paradigma Penelitian  

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang 

menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan 

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.
67

  

Paradigma penelitian dalam tesis ini dapat digambarkan sebagai  

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian68 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2014), 70 
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Penelitian ini intinya akan mendeskripsikan kebijakan kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru khususnya tentang perumusan kinerja guru, 

kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dan langkah-

langkah implementasi kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru di MTsN Ngantru  dan MTsN Bandung Tulungagung. 


